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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor  :  26/G/2011 /PTUN- JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  yang  memer iksa ,  

memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  pada  

t i ngka t  per tama  te l ah  menja tuhkan  Putusan  sebaga i  ber i ku t  

da lam perkara  anta ra  :

MUHAMMAD HIDAYAT  al ias  MUHAMMAD HS. ,  Kewarganegaraan  

Indones ia ,  peker j aan  Wiraswasta ,  a lamat  di  Ja lan  

Harapan  Indah  No.1  Rt .02 /12  Cip inang  Melayu ,  

Jakar ta  Timur ,  se lan ju t nya  disebu t  sebaga i  

………………………………………………. PENGGUGAT;

L a w a n   :

1. KEPALA PUSAT INFORMASI  DAN HUMAS KEMENTRIAN PENDIDIKAN 

NASIONAL  REPUBLIK  INDONESIA,  berkedudukan  di  

Ja lan  Jendera l  Sudi rman,  Senayan,  Jakar t a  

Sela tan  10270,  da lam  hal  in i  member i  kuasa  

berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  Nomor:  

1532/P2 .1 /LL /2011  tangga l  19 Apr i l  2011,  kepada:

1.   Dr.  A.  PANGERAN MOENTAS.H. ,M.H. ,DFM. ,  Kepala  

Bi ro  Hukum  dan  Organ isas i ,  Set jen ,  

Kemendiknas ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. WOLTER BEATUS SIRINGORINGO, S.H. , Kepala  Bagian  

Bantuan  Hukum,  Bi ro  Hukum  dan  Organ isas i  

Set jen ,  Kemdiknas ;  

Hlm. 1  dar i  56  hlm  Putu san  Perka r a  Nomor:  26 /G/2011 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. SUMARNI,  S.H.M.H. ,  Kepala  Subbag ian  Bantuan  

Hukum I ,  Bi ro  Hukum dan  Organ isas i  Set jen ,  

Kemdiknas ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. IR IYANTO NAINGGOLAN,  S.H. ,  Kepala  Subbag ian  

Bantuan  Hukum I I ,  Bi ro  Hukum dan  Organ isas i  

Set jen ,  Kemdiknas ;  - - - - -

5. DADANG GANDHI,  S.H. ,  Kepala  Subbag ian  Bantuan  

Hukum I I I ,  Bi ro  Hukum dan  Organ isas i  Set jen ,  

Kemdiknas ;  - - - - - - - - - - - - - - -

6. MUHAMMAD RAVII ,  S.H.M.M. ,  Sta f  pada  Bagian  

Bantuan  Hukum,  Bi ro  Hukum  dan  Organ isas i  

Set jen ,  Kemendiknas ;  - - - -

7. AHMAD MUDZAFFAR,  S.H. ,  Sta f  pada  Bagian  

Bantuan  Hukum,  Bi ro  Hukum  dan  Organ isas i  

Set jen ,  Kemendiknas ;  - - - -

8. DIMPOS BATUBARA S.E. ,  Sta f  pada Bagian  Bantuan  

Hukum,  Bi ro  Hukum  dan  Organ isas i  Set jen ,  

Kemendiknas ;  - - - -

9. DYAH KISWORINI ,  S.H. ,  Sta f  pada Bagian  Bantuan  

Hukum,  Bi ro  Hukum  dan  Organ isas i  Set jen ,  

Kemendiknas ;  - - - - - - - - - - - - - -

10. Dr.  PURWANTO  M.Pd. ,  Kepala  Bidang  

Penc i t r aan  Publ i k ,  Pusat  In fo rmas i  dan  Humas 

Kemendiknas ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. JUSMAN SIHOMBING,  S.H. ,  Kepala  Subbidang  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelo laan  Konten  Media  Pusat  In fo rmas i  dan  

Humas,  Kemendiknas ;  - - -

12. ERNA  KARTIKA  SARI  S.Sos. ,  Pembantu  

Pimpinan  pada  Pusat  In fo rmas i  dan  Humas 

Kemendiknas ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kesemuanya  berkan to r  d i   Kement r i an  Pendid i kan  

Nasiona l  Republ i k  Indones ia  bera lamat  di  Ja lan  

Jendera l  Sudi rman  Senayan,  Jakar t a  10270  

selan ju t nya  d isebu t  sebaga i  ….… 

…………………………………………………………. TERGUGAT I ;  

2. MAJELIS  KOMISIONER  KOMISI  INFORMASI  PUSAT  REPUBLIK 

INDONESIA,  yang  memer iksa  dan  menja tuhkan  

putusan  dalam  Sengketa  In fo rmas i  Publ i k  dengan  

Regis t r as i  nomor  025/X I I / K IP - PS-M-A/2010  anta ra  

Pemohon Muhammad HS dengan  Termohon  Kepala  Pusat  

In fo rmas i  dan  Humas  Kementer i an  Pendid i kan  

Nasiona l  Republ i k  Indones ia ,  berkedudukan  di  J l .  

Meruya  Sela tan  No.  Kembangan  Jakar ta  Bara t  

se lan ju t nya  disebu t  sebaga i  ……..  

………………………………………………………… TERGUGAT I I ;  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  te rsebu t ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Jakar ta  Nomor  :  26/PEN- DIS/2011 /PTUN.JKT. ,  

tangga l  11  Pebruar i  2011  ten tang  Penetapan  pemer iksaan  

perkara  dengan Acara  Biasa ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Hlm. 3  dar i  56  hlm  Putu san  Perka r a  Nomor:  26 /G/2011 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara  Jakar t a  Nomor  :  26/PEN/2011/PTUN.JKT. ,  tangga l  11  

Pebruar i  2011  ten tang  Penun jukan  Maje l i s  Hakim  yang  

memer iksa ,  memutus  dan  menyelesa i kan  perkara  in i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Jakar t a  Nomor  :  26/PEN-

HS/PTUN.JKT/2011  tangga l  14  Pebruar i  2011  ten tang  

Penetapan  har i  Sidang  Pemer iksaan  Pers iapan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  berkas  perkara  yang  bersangku tan  ser ta  

mendengarkan  kete rangan  para  pihak  di  pers idangan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang,  bahwa  Penggugat  da lam  sura t  gugatannya  

te r t angga l  10  Februar i  2011  yang   d ida f t a r kan  pada  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  pada  tangga l  10  

Februar i  2011  dan  te l ah  d ipe rba i k i  pada  Pemer iksaan  

Pers iapan  tangga l  10  Maret  2011  Penggugat  te lah  menggugat  

Tergugat  dengan  mengemukakan  a lasan- alasan  sebaga i  ber i ku t  

:  

A. Keputusan Tata  Usaha Negara  Yang Menjadi  Obyek Gugatan :

1. Sikap  Diam atau  Menolak  Melaksanakan  Kewaj iban  dar i  

TERGUGAT SATU,    ya i t u  t i dak  member ikan  in fo rmas i  

pub l i k  yang  d imin ta  oleh  Pemohon (PENGGUGAT) sebaga i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mana yang  dimohonkan,  berupa  :

(a ) Data  Rinc ian  Laporan  Keuangan  Sekre ta r i a t  

Jendera l  Kementer i an  Pendid i kan  Nasiona l  Tahun  

Anggaran  2009;  - - - - - - -

(b ) Data  Rinc ian  Rencana  Kegia tan  dan  Anggaran  

Di rek to ra t  Jendera l  Pendid i kan  Non  Formal  dan  

In fo rma l  Kementer i an  Pendid i kan  Nasiona l  T.A  

2010;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Putusan  Komis i  In fo rmas i  Pusat  nomor  025/X I I /K IP - PS-

M-A/2010  tangga l  20  Januar i  2011,  da lam  Sengketa  

In fo rmas i  Publ i k  anta ra  Pemohon  Muhammad HS dengan  

Termohon  Kepala  Pusat  In fo rmas i  dan  Humas 

Kementer i an  Pendid i kan  Nasiona l  Republ i k  Indones ia ;  

- -

(se lan j u t n ya  d isebu t  “PENETAPAN  TUN”)  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

B. Kepent ingan  dan  Alas  Hak  PENGGUGAT  dalam  Mengajukan  

Gugatan

(1 ) Bahwa t i ndakan  TERGUGAT SATU yang  t i dak  member ikan  

in f o rmas i  publ i k  sesua i  permohonan  in fo rmas i  yang  

dia j ukan  oleh  PENGGUGAT,  nyata - nyata  te l ah  

menimbulkan  ak iba t  hukum yang  merug ikan  PENGGUGAT, 

seh ingga  PENGGUGAT berkepen t i ngan  untuk  mengajukan  

gugatan  in i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hlm. 5  dar i  56  hlm  Putu san  Perka r a  Nomor:  26 /G/2011 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - - - - - -

(2 ) Bahwa t i ndakan  TERGUGAT SATU yang  t i dak  member ikan  

in f o rmas i  publ i k  sesua i  permohonan  in fo rmas i  yang  

dia j ukan  oleh  PENGGUGAT,  te lah  berak iba t  merug ikan  

PENGGUGAT,  yakn i  t i dak  te rpenuh inya  hak  PENGGUGAT 

untuk  mendapatkan  in fo rmas i  pub l i k  dar i  badan  

pub l i k ,  yang  hak  i t u  di j am in  sepenuhnya  oleh  undang-

undang (UU 14/2008) ;

(3 ) Bahwa dampak  dar i  t i dak  te rpenuh inya  hak  PENGGUGAT 

untuk  mempero leh  in f o rmas i  pub l i k  dar i  TERGUGAT 

SATU,  berak iba t  kepada  te rganggunya  akt i v i t a s  

PENGGUGAT ba ik  se laku  pr ibad i  Warga Negara  Indones ia  

yang  pedu l i ,  maupun  dalam kapas i t as  sebaga i  anggota  

dan  pengurus  Lembaga  Swadaya  Masyaraka t  Sahabat  

Musl im,  dida lam  upaya  untuk  tu ru t  berperan  ser ta  

mewujudkan  penye lenggaraan  Negara  yang  bers i h  dan  

bebas  dar i  Korups i ,  Kolus i  dan  Nepot i sme,  mela lu i  

keg ia tan  advokas i  masyaraka t ;

(4 ) Bahwa t i ndakan  TERGUGAT DUA yang  te lah  menja tuhkan  

putusan  dalam  Sengketa  In fo rmas i  Publ i k  anta ra  

Pemohon  Muhammad HS dengan  Termohon  Kepala  Pusat  

In fo rmas i  dan  Humas Kementer i an  Pendid i kan  Nasiona l  

Republ i k  Indones ia ,  ya i t u  Putusan  Komisi  In formasi  

Pusat  nomor  025/X I I /K IP - PS-M-A/2010  tanggal  20  

Januar i  2011  pada  amar  putusan  paragraph  (8 .1 )  dan 

Paragraf  (8 .4 ) ,  te l ah  berak iba t  merug ikan  PENGGUGAT, 

yakn i  te rha lang inya  hak  PENGGUGAT untuk  mempero leh  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

in f o rmas i  Publ i k  dar i  TERGUGAT SATU berupa :

(a ) Data  Rinc ian  Laporan  Keuangan  Sekre ta r i a t  

Jendera l  Kementer i an  Pendid i kan  Nasiona l  T.A  

2009;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(b ) Data  Rinc ian  Rencana  Kegia tan  dan  Anggaran  

Di rek to ra t  Jendera l  Pendid i kan  Non  Formal  dan  

In fo rma l  Kementer i an  Pendid i kan  Nasiona l  T.A  

2010;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(5 ) Bahwa  Putusan  Komis i  In fo rmas i  Pusat  nomor  

025/X I I / K IP - PS-M-A/2010  tangga l  20  Januar i  2011,  

da lam  Sengketa  In fo rmas i  Publ i k  anta ra  Pemohon 

Muhammad HS dengan  Termohon  Kepala  Pusat  In fo rmas i  

dan  Humas  Kementer i an  Pendid i kan  Nasiona l  Republ i k  

Indones ia ,  pada  amar  putusan  paragra f  (8 .1 )  dan  

Paragra f  (8 .4 ) ,  ada lah  ke l i r u  dan  ber ten tangan  

dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber l aku ,  

ser ta  melanggar  pr ins i p  Asas- asas  Umum Pemer in tahan  

yang  Baik  (AAUPB);  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C. Fakta- Fakta  yang Mendasar i  Dia jukannya Gugatan

(1 ) Bahwa  PENGGUGAT  se laku  warganegara  Republ i k  

Indones ia  sesua i  Kar tu  Tanda  Penduduk  Warga  Negara  

Republ i k  Indones ia  ( te r l amp i r  Bukt i  P- 1) ,  memil ik i  

hak untuk  mengajukan  permin taan  in f o rmas i  pub l i k ,  

sesua i  pasa l  4  undang- undang  nomor  14  tahun  2008  

Hlm. 7  dar i  56  hlm  Putu san  Perka r a  Nomor:  26 /G/2011 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ten tang  Keterbukaan  In fo rmas i  Publ i k ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

(2 ) Bahwa  PENGGUGAT  te l ah  mengajukan  permin taan  

in fo rmas i  pub l i k   kepada  TERGUGAT SATU,  dengan  cara  

mengis i  fo rmu l i r  permohonan  in fo rmas i  yang  

dised iakan    o leh    TERGUGAT SATU   pada    tangga l  

28    Ju l i    2010  ( te r l amp i r  Bukt i  P- 2) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(3 ) Bahwa  TERGUGAT  SATU  da lam  kedudukannya  sebaga i  

Kepala  Pusat  In fo rmas i  dan  Humas  Kementer i an  

Pendid i kan  Nasiona l  Republ i k  Indones ia ,  ada lah  juga  

sebaga i  Pejaba t  Pengelo la  In fo rmas i  dan  Dokumentas i  

Kementer i an  Pendid i kan  Nasiona l  Republ i k  Indones ia  ,  

yang  ber t i ndak  untuk  dan  atas  nama  Kementer i an  

Pendid i kan  Nasiona l  Republ i k  Indones ia  sebaga i  Badan  

Publ i k ,  mempunyai  kewaj iban  untuk  member ikan  

in fo rmas i  pub l i k  yang  berada  d ibawah  kewenangannya  

kepada  pemohon  in f o rmas i  publ i k ,  sebaga imana  dia tu r  

da lam  pasa l  7  undang- undang  nomor  14  tahun  2008  

ten tang  Keterbukaan  In fo rmas i  Publ i k ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

(4 ) Bahwa  karena  TERGUGAT  SATU  te l ah  menanggap i  

permin taan  in fo rmas i  publ i k  t i dak  sebaga imana  yang  

dimohon  oleh  PENGGUGAT,  ya i t u  t i dak  member i kan  

in fo rmas i  pub l i k  secara  lengkap  sesua i  permohonan,  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
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te tap i  hanya  member ikan  sebag ian  sa ja  dar i  in fo rmas i  

pub l i k  yang  dimohon  ( te r l amp i r  Bukt i  P- 3) ,  maka 

PENGGUGAT  mengajukan  kebera tan  kepada  atasan  

TERGUGAT SATU pada  tangga l  30  Agustus  2010,  dengan  

cara  mengis i  fo rmu l i r  kebera tan  yang  d ised iakan  oleh  

TERGUGAT SATU ( te r l amp i r  Bukt i  P- 4) ,  sesua i  pasa l  35 

huru f  d  undang- undang  nomor  14  tahun  2008  ten tang  

Keterbukaan  In fo rmas i  Publ i k ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

(5 ) Bahwa  karena  atasan  dar i  TERGUGAT  SATU  t i dak  

menanggap i  kebera tan  yang  dia jukan  PENGGUGAT dalam 

waktu  30  har i  ker j a  se jak  pernya taan  kebera tan  dar i  

PENGGUGAT di te r ima  oleh  atasan  TERGUGAT SATU,  maka 

PENGGUGAT  mengajukan  permohonan  penye lesa ian  

sengketa  in fo rmas i  pub l i k  kepada  Komis i  In fo rmas i  

Pusat  pada  tangga l  15  Oktober  2010  ( te r l amp i r  Bukt i  

P- 5) ,  sesua i  pasa l  36  ayat  (2 )  undang- undang  nomor  

14  tahun  2008  ten tang  Keterbukaan  In fo rmas i  Publ i k ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(6 ) Bahwa  karena  medias i  yang  di l aksanakan  d i  Komis i  

In fo rmas i  Pusat  pada  tangga l  2  Desember  2010  t i dak  

menghas i l kan  kesepakatan  anta ra  PENGGUGAT  dan  

TERGUGAT SATU ( te r l amp i r  Bukt i  P- 6) ,  maka  proses  

penye lesa i an  sengketa  in fo rmas i  publ i k  anta ra  

PENGGUGAT dengan  TERGUGAT SATU di l an j u t kan  ke  proses  

Hlm. 9  dar i  56  hlm  Putu san  Perka r a  Nomor:  26 /G/2011 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
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ajud i kas i  non  l i t i g a s i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

(7 ) Bahwa proses  penye lesa ian  sengketa  in f o rmas i  pub l i k  

anta ra  PENGGUGAT dengan  TERGUGAT SATU mela lu i  proses  

ajud i kas i  non  l i t i g a s i  te l ah  d ipe r i k sa  dan  dipu tus  

oleh  TERGUGAT DUA,  mela lu i  Putusan  Komis i  In fo rmas i  

Pusat  nomor  025/X I I / K IP - PS-M-A/2010  tangga l  20  

Januar i  2011  ( te r l amp i r  Bukt i  P- 7) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(8 ) Bahwa  TERGUGAT  DUA  dalam  amar  putusannya  pada  

paragra f  8.1  Putusan  Komis i  In fo rmas i  Pusat  nomor  

025/X I I / K IP - PS-M-A/2010  tangga l  20  Januar i  2011 ,  

menyatakan  Termohon  te l ah  benar  member i kan  in f o rmas i  

berupa  Laporan  Real i sas i  Anggaran  Belan ja  Esolon  I  

Mela lu i  KPPN dan  BUN Menuru t  Satuan  Ker ja  Pusat  

Wilayah ,  untuk  Tr iwu lan  yang  berakh i r  31  Desember  

2010,  Sekre ta r i a t  Jendera l  Kementer i an  Pendid i kan  

Nasiona l ,  dan  te lah  memenuhi  permin taan  pemohon,  

yang  hal  in i  berar t i  TERGUGAT DUA te lah  membenarkan  

t i ndakan  TERGUGAT  SATU  untuk  t i dak  member ikan  

in fo rmas i  publ i k  sesua i  permohonan  yang  dia jukan  

oleh  PENGGUGAT, yakn i  in fo rmas i  Data  Rinc ian  Laporan  

Keuangan  Sekre ta r i a t  Jendera l  Kementer i an  Pendid i kan  

Nasiona l  Tahun  Anggaran  2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(9 ) Bahwa  TERGUGAT  DUA  dalam  amar  putusannya  pada  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
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paragra f  8.1  Putusan  Komis i  In fo rmas i  Pusat  nomor  

025/X I I / K IP - PS-M-A/2010  tangga l  20  Januar i  2011 ,  

menyatakan  Termohon  te l ah  benar  t i dak  member ikan  

in fo rmas i  berupa  Rencana  Kegia tan  dan  Anggaran  

Kementer i an  Lembaga  (RKAKL)  Di t j en  Pendid i kan  Luar  

Sekolah  Kemdiknas  Tahun  Anggaran  2010,  yang  hal  in i  

bera r t i  TERGUGAT DUA  te l ah  membenarkan  t i ndakan  

TERGUGAT  SATU  untuk  t i dak  member ikan  in fo rmas i  

pub l i k  sesua i  permohonan  yang  dia j ukan  oleh  

PENGGUGAT,  yakn i  in f o rmas i  berupa  Data  Rinc ian  

Rencana  Kegia tan  dan  Anggaran  Kementer i an  Lembaga 

(RKAKL)  Di t j en  Pendid i kan  Non  Formal  dan  In fo rma l  

Kementer i an  Pendid i kan  Nasiona l  Tahun  Anggaran  2010;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(10) Bahwa atas  Putusan  Komis i  In fo rmas i  Pusat  nomor  

025/X I I / K IP - PS-M-A/2010  tangga l  20  Januar i  2011,  

PENGGUGAT te l ah  menyatakan  t i dak  mener ima  putusan  

te rsebu t ,  dengan  membuat  pernya taan  te r t u l i s  pada  

tangga l  24  Januar i  2011  ( te r l amp i r  Bukt i  P- 8) ,  

sesua i  pasa l  48  ayat  (1 )  undang- undang  nomor  14  

tahun  2008  ten tang  Keterbukaan  In fo rmas i  Publ i k ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(11) Bahwa  Putusan  Komis i  In fo rmas i  Pusat  nomor  

025/X I I / K IP - PS-M-A/2010  tangga l  20  Januar i  2011,  

da lam  Sengketa  In fo rmas i  Publ i k  anta ra  Pemohon 

Hlm. 11  dar i  56  hlm  Putu san  Perka r a  Nomor:  26 /G/2011 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
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Muhammad HS dengan  Termohon  Kepala  Pusat  In fo rmas i  

dan  Humas  Kementer i an  Pendid i kan  Nasiona l  Republ i k  

Indones ia ,  pada  amar  putusan  paragra f  (8 .1 )  dan  

paragra f  (8 .4 )  adalah  bertentangan  dengan  dan 

melanggar  ketentuan  Peraturan  Perundang  Undangan 

yang  ber laku ,  ya i t u  melanggar  keten tuan  pasal  53 

ayat  (1 )  Peraturan  Komisi  In formasi  Nomor  2  Tahun 

2010  tentang  Prosedur  Penyelesa ian  Sengketa  

In formasi  Publ ik .  Dalam hal  in i  Maje l i s  Komis ione r  

Komis i  In fo rmas i  Pusat  (TERGUGAT  DUA)  te l ah  

mengenakan  beban  pembukt i an  kepada  pihak  Pemohon 

(PENGGUGAT),  yang  seharusnya  beban  pembukt i an  ada lah  

dibe r i k an  kepada  pihak  Termohon  (TERGUGAT SATU)  

sesua i  pasa l  53  ayat  (1 )  Pera tu ran  Komis i  In fo rmas i  

Nomor  2  Tahun  2010  ten tang  Prosedur  Penye lesa ian  

Sengketa  In fo rmas i  Publ i k .  Hal  in i  dapat  d ibuk t i k an  

pada:

(a ) Per t imbangan  yang  digunakan  oleh  Maje l i s  

Komis ione r  Komis i  In fo rmas i  Pusat  (TERGUGAT 

DUA),  da lam  Sengketa  In fo rmas i  Publ i k  anta ra  

Pemohon Muhammad HS dengan  Termohon  Kepala  Pusat  

In fo rmas i  dan  Humas  Kementer i an  Pendid i kan  

Nasiona l  Republ i k  Indones ia ,  yang  menyatakan  

bahwa  karena  Pemohon  t i dak  member i kan  dokumen  

pembanding  ten tang  Rinc ian  Laporan  Keuangan  dar i  

Badan  Publ i k  la i n ,  sebe lum  s idang  pembacaan  

putusan  d i l akukan ,  seh ingga  Maje l i s  Komis ione r  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
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Komis i  In fo rmas i  Pusat  (TERGUGAT  DUA) 

berpendapat  bahwa Pemohon  t i dak  memi l i k i  i t i k ad  

baik  untuk  memenuhi  pr ins i p - pr ins i p  penye lesa ian  

sengketa  In fo rmas i  Publ i k  yang  di l aksanakan  

dengan  asas  cepat ,  b iaya  r ingan  dan  sederhana  

( paragra f  6.4  Putusan  Maje l i s  Komis ione r  Komis i  

In fo rmas i  Pusat  nomor  025/X I I / K IP - PS-M-A/2010  

tangga l  20  Januar i  2011) ,  yang  bera r t i  bahwa 

Pemohon  (PENGGUGAT)  diha ruskan  untuk  member ikan  

bukt i  berupa  dokumen  pembanding  dar i  Badan  

Publ i k  La in  ten tang  Rinc ian  Laporan  Keuangan.  

Dan  apab i l a  t i dak  dapat  member ikan  bukt i  

te rsebu t ,  maka  Pemohon  (PENGGUGAT)  dianggap  

t i dak  memi l i k i  i t i k ad  baik .  Dan se lan ju t nya ,  ha l  

i t u  d i j ad i kan  sebaga i  sa lah  satu  dasar  

per t imbangan  untuk  membuat  kes impu lan  ser ta  

menja tuhkan  putusan  yang  merug ikan  PENGGUGAT; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(b ) Per t imbangan  Maje l i s  Komis ione r  Komis i  In fo rmas i  

Pusat  (TERGUGAT DUA),  da lam  Sengketa  In fo rmas i  

Publ i k  anta ra  Pemohon  Muhammad  HS  dengan  

Termohon  Kepala  Pusat  In fo rmas i  dan  Humas 

Kementer i an  Pendid i kan  Nasiona l  Republ i k  

Indones ia ,  yang  menyatakan  bahwa karena  Pemohon  

t i dak  member ikan  dokumen  pembanding  ten tang  

Rinc ian  Laporan  Keuangan  dar i  Badan Publ i k  la i n ,  

seh ingga  Maje l i s  Komis ione r  Komis i  In fo rmas i  

Hlm. 13  dar i  56  hlm  Putu san  Perka r a  Nomor:  26 /G/2011 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
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Pusat  (TERGUGAT  DUA)  berpendapat  bahwa 

permin taan  in fo rmas i  o leh  Pemohon  t i dak  je l as  

( paragraph  6.6  Putusan  Maje l i s  Komis ione r  Komis i  

In fo rmas i  Pusat  nomor  025/X I I / K IP - PS-M-A/2010  

tangga l  20  Januar i  2011) ,   yang  bera r t i  bahwa 

Pemohon  (PENGGUGAT)  diha ruskan  untuk  member ikan  

bukt i  berupa  dokumen  pembanding  dar i  Badan  

Publ i k  La in  ten tang  Rinc ian  Laporan  Keuangan.  

Dan  apab i l a  t i dak  dapat  member ikan  bukt i  

te rsebu t ,  maka  Maje l i s  Komis ioner  Komis i  

In fo rmas i  Pusat  (TERGUGAT DUA)  berpendapat  bahwa 

permohonan  in f o rmas i  pub l i k  dar i  Pemohon 

(PENGGUGAT) adalah  t i dak  je l as .  Dan se lan ju t nya ,  

ha l  i t u  d i j ad i kan  sebaga i  sa lah  satu  dasar  

per t imbangan  untuk  membuat  kes impu lan  ser ta  

menja tuhkan  putusan  yang  merug ikan  PENGGUGAT; 

- - - - - - - - - - - - - -

(c ) Per t imbangan  Maje l i s  Komis ione r  Komis i  In fo rmas i  

Pusat  (TERGUGAT DUA),  da lam  Sengketa  In fo rmas i  

Publ i k  anta ra  Pemohon  Muhammad  HS  dengan  

Termohon  Kepala  Pusat  In fo rmas i  dan  Humas 

Kementer i an  Pendid i kan  Nasiona l  Republ i k  

Indones ia ,  yang  menyatakan  bahwa karena  Pemohon  

t i dak  member ikan  dokumen  pembanding  ten tang  

Rinc ian  Laporan  Keuangan  dar i  Badan Publ i k  la i n ,  

seh ingga  Maje l i s  Komis ione r  Komis i  In fo rmas i  

Pusat  berpendapat  bahwa  dokumen  yang  te lah  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
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diber i kan  oleh  Termohon  berupa  10  (sepu luh )  

lembar  sa l i nan  Laporan  Real i sas i  Anggaran  

Belan ja  Eselon  I  Mela lu i  KPPN dan  BUN Menuru t  

Satuan  Ker ja  Pusat  Wilayah ,  untuk  Tr iwu lan  yang  

berakh i r  31  Desember  2010,  Sekre ta r i a t  Jendera l  

Kementer i an  Pendid i kan  Nasiona l  yang  merupakan  

sebag ian  lampi ran  dar i  Cata tan  atas  Laporan  

Keuangan  Kementer i an  Keuangan  Pendid i kan  

Nasiona l  adalah  sudah  cukup  memenuhi  permin taan  

in f o rmas i  yang  dimin ta  oleh  Pemohon  ( paragra f  

6.7  Putusan  Maje l i s  Komis ione r  Komis i  In fo rmas i  

Pusat  nomor  025/X I I / K IP - PS-M-A/2010  tangga l  20  

Januar i  2011) ,  yang  bera r t i  bahwa  Pemohon 

(PENGGUGAT)  diha ruskan  untuk  member ikan  bukt i  

berupa  dokumen pembanding  dar i  Badan Publ i k  La in  

ten tang  Rinc ian  Laporan  Keuangan.  Dan  apab i l a  

t i dak  dapat  member ikan  bukt i  te rsebu t ,  maka 

Maje l i s  Komis ioner  Komis i  In fo rmas i  Pusat  

(TERGUGAT DUA)  berpendapat  bahwa in fo rmas i  yang  

sudah  dibe r i kan  Termohon  (TERGUGAT  SATU)  

walaupun  hanya  sebag ian  sa ja ,  d ianggap  sudah  

cukup.  Dan  se lan ju t nya ,  ha l  i t u  d i j ad i kan  

sebaga i  sa lah  satu  dasar  per t imbangan  untuk  

membuat  kes impu lan  ser ta  menja tuhkan  putusan  

yang  merug ikan  PENGGUGAT; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hlm. 15  dar i  56  hlm  Putu san  Perka r a  Nomor:  26 /G/2011 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
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(12) Bahwa  Putusan  Komis i  In fo rmas i  Pusat  nomor  

025/X I I / K IP - PS-M-A/2010  tangga l  20  Januar i  2011,  

da lam  Sengketa  In fo rmas i  Publ i k  anta ra  Pemohon 

Muhammad HS dengan  Termohon  Kepala  Pusat  In fo rmas i  

dan  Humas  Kementer i an  Pendid i kan  Nasiona l  Republ i k  

Indones ia ,  pada  amar  putusan  paragra f  (8 .1 )  dan  

paragra f  (8 .4 )  adalah  bertentangan  dan  melanggar  

pr ins ip  Asas- Asas  Umum Pemerintahan  Yang  Baik  

(AAUPB),  yai tu  Asas  Kecermatan  Mater i l  dan  Asas 

Keseimbangan.  Hal  in i  dapat  d ibuk t i k an  pada:

(a ) Pemaknaan  Kal imat  Data  Rincian ,  d i  satu  s is i  

d inya takan  bahwa is t i l a h  Rincian  t i dak  dikena l ,  

te rka i t  permin taan  in fo rmas i  o leh  Pemohon 

(PENGGUGAT) berupa  Data  Rinc ian  Laporan  Keuangan  

Sekre ta r i a t  Jendera l  Kementer i an  Pendid i kan  

Nasiona l .  Sehingga ,  ha l  i t u  d i j ad i kan  sebaga i  

sa lah  satu  dasar  per t imbangan  untuk  menja tuhkan  

putusan  yang  merug ikan  (menya lahkan)  PENGGUGAT 

( paragra f  6.2  Putusan  Maje l i s  Komis ione r  Komis i  

In fo rmas i  Pusat  nomor  025/X I I / K IP - PS-M-A/2010  

tangga l  20  Januar i  2011) ,  Tetap i  d is i s i  la i n ,  

i s t i l a h  Data  Rinc ian  dapat  di te r ima  dan  maknanya  

dianggap  benar ,  te rka i t  permin taan  in f o rmas i  

o leh  Pemohon  (PENGGUGAT)  berupa  Data  Rinc ian  

Rencana  Kegia tan  dan  Anggaran  Sekre ta r i a t  

Jendera l  Kementer i an  Pendid i kan  Nasiona l  ,  yang  

di j ad i kan  dasar  untuk  menja tuhkan  putusan  yang  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
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menguntungkan  (membenarkan)  PENGGUGAT ( paragra f  

6.11  Putusan  Maje l i s  Komis ione r  Komis i  In fo rmas i  

Pusat  nomor  025/X I I / K IP - PS-M-A/2010  tangga l  20  

Januar i  2011) ,  Dalam hal  in i ,  Maje l i s  Komis ioner  

Komis i  In fo rmas i  Pusat  (TERGUGAT  DUA)  te l ah  

menerapkan  standard  ganda.  Dan se lan ju t nya ,  ha l  

i t u  d i j ad i kan  sebaga i  sa lah  satu  dasar  

per t imbangan  untuk  membuat  kes impu lan  ser ta  

menja tuhkan  putusan  yang  merug ikan  PENGGUGAT; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(b ) Per t imbangan  Maje l i s  Komis ione r  Komis i  In fo rmas i  

Pusat  (TERGUGAT DUA),  da lam  Sengketa  In fo rmas i  

Publ i k  anta ra  Pemohon  Muhammad  HS  dengan  

Termohon  Kepala  Pusat  In fo rmas i  dan  Humas 

Kementer i an  Pendid i kan  Nasiona l  Republ i k  

Indones ia ,  yang  menyatakan  bahwa  Pemohon  t i dak  

dapat  membukt i kan  te lah  melakukan  perubahan  

permohonan,  ya i t u  dar i  permohonan  in fo rmas i  

pub l i k  berupa  data  r i nc i an  Rencana  Kegia tan  dan  

Anggaran  Di rek to ra t  Jendera l  Pendid i kan  Luar  

Seko lah  Kementer i an  Pendid i kan  Nasiona l  Tahun  

Anggaran  2010,  menjad i  permohonan  in fo rmas i  

pub l i k  berupa  data  r i nc i an  Rencana  Kegia tan  dan  

Anggaran  Di rek to ra t  Jendera l  Non  Formal  dan  

In fo rma l  Kementer i an  Pendid i kan  Nasiona l  Tahun  

Anggaran  2010  ( paragra f  6.13  Putusan  Maje l i s  

Komis ione r  Komis i  In fo rmas i  Pusat  nomor  

Hlm. 17  dar i  56  hlm  Putu san  Perka r a  Nomor:  26 /G/2011 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
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025/X I I / K IP - PS-M-A/2010  tangga l  20  Januar i  

2011) .  Dalam  hal  in i  Maje l i s  Komis ioner  Komis i  

In fo rmas i  Pusat  (TERGUGAT DUA)  te lah  ber t i ndak  

t i dak  adi l  dan  t i dak  se imbang  dalam  memenuhi  

unsur  pembukt i an  dar i  kedua  be lah  pihak  Pemohon 

dan  Termohon.  Maje l i s  Komis ione r  Komis i  

In fo rmas i  Pusat  (TERGUGAT DUA)  dengan  beg i t u  

sa ja  mengabaikan  adanya  fak ta  pengakuan  dar i  

p ihak  Termohon  (TERGUGAT SATU)   pada  Per temuan  

Medias i  tangga l  2  Desember  2010,  d imana  sa lah  

seorang  dar i  p ihak  Termohon  ya i t u  Sdr .Erna  

Kar t i k a  sar i  se laku  Koord ina to r  Gera i  In fo rmas i  

dan  Media  Kementer i an  Pendid i kan  Nasiona l  

Republ i k  Indones ia  menyatakan  ada lah  benar  bahwa 

Pemohon (PENGGUGAT) te lah  melakukan  Koreks i  atau  

perubahan  permohonan  in f o rmas i ,  dar i  permohonan  

Data  Rinc ian  Di rek to ra t  Jendera l  Pendid i kan  Luar  

Seko lah  menjad i  Di rek to ra t  Jendera l  Pendid i kan  

Non  Formal  dan  In fo rma l  Kementer i an  Pendid i kan  

Nasiona l .  Dan  diaku i  bahwa  perubahan  atau  

koreks i  permohonan  in f o rmas i  o leh  Pemohon 

(PENGGUGAT)  disampaikan  secara  langsung  pada  

tangga l  28  Ju l i  2010  saat  Pemohon  mengajukan  

permohonan  in fo rmas i  pub l i k ,  dengan  meru juk  

kepada  koreks i  tu l i s an  tangan  yang  d ibua t  o leh  

Sdr .  Dent i  se laku  sta f  Gera i  In fo rmas i  dan  

Organ isas i  Kementer i an  Pendid i kan  Nasiona l ,  yang  

te r t e r a  pada  Bagan  St ruk tu r  Organ isas i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
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Kement r i an  Pendid i kan  Nasiona l  ( te r l amp i r  Bukt i  

P- 9) ,  dan disaks i kan  oleh  Sdr .  Erna  Kar t i ka  Sar i  

se laku  Koord ina to r  Gera i  In fo rmas i  dan  Media  

Kementer i an  Pendid i kan  Nasiona l ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(c ) Penyebutan  oleh  Maje l i s  Komis ioner  Komis i  

In fo rmas i  Pusat  (TERGUGAT DUA),  yang  memer iksa  

dan  memutus  Sengketa  In fo rmas i  Publ i k  anta ra  

Pemohon Muhammad HS dengan  Termohon  Kepala  Pusat  

In fo rmas i  dan  Humas  Kementer i an  Pendid i kan  

Nasiona l  Republ i k  Indones ia ,  bahwa  Di rek to ra t  

Jendera l  Pendid i kan  Luar  Seko lah  ada lah  satuan  

ker ja  yang  sudah  dibubarkan  se jak  tahun  2005 

ada lah  t i dak  tepa t  ( paragra f  6.12  Putusan  

Maje l i s  Komis ione r  Komis i  In fo rmas i  Pusat  nomor  

025/X I I / K IP - PS-M-A/2010  tangga l  20  Januar i  

2011) .  Yang  benar  adalah  sete lah  d i l akukan  

perubahan  nomenklatur  satuan  ker ja  (sa tke r )  

Di rek to ra t  Jendera l  Pendid i kan  Luar   Seko lah  

Kementer i an  Pendid i kan  Nasiona l ,  yang  

diubah /d igan t i  menjad i  satuan  ker j a  Di rek to ra t  

Jendera l  Pendid i kan  Non  Formal  dan  In fo rma l ,  

dengan  Tugas  Pokok  dan  Fungs i  (Tupoks i )  yang  

sama  (se t i dak - t i daknya  sama) .  Karena  perubahan  

nomenkla tu r  satuan  ker j a / i n s t ans i / l embaga ,  t i dak  

menghi l angkan  sega la  keb i j akan /  

Hlm. 19  dar i  56  hlm  Putu san  Perka r a  Nomor:  26 /G/2011 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
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keputusan /pe ra tu r an  yang  te l ah  dike lua r kan  o leh  

satuan  ker j a / i n s t ans i / l embaga  i t u ,  dan  te tap  

mengika t  secara  hukum bag i  semua  pihak .  Begi tu  

juga  sega la  hak  dan  kewaj i ban  satuan  

ker ja / i n s t ans i / l embaga  dengan  nomenk la tu r  yang  

lama,  t i dak  menjad i  h i l ang  (hangus) .  Tetap i  

secara  otomat i s  berp indah  kepada  satuan  

ker ja / i n s t ans i / l embaga  dengan  nomenk la tu r  baru ,  

sesua i  dengan  Tupoks inya .  Dalam ha l  in i ,  Maje l i s  

Komis ione r  Komis i  In fo rmas i  Pusat  (TRERGUGAT 

DUA)  te l ah  ber t i ndak  ceroboh  dan  t i dak  cermat  

ser ta  cenderung  menggunakan  anal i sa  dan  log i ka  

yang  dangka l .  Dan se lan ju tn ya ,  ha l  i t u  d i j ad i kan  

sebaga i  sa lah  satu  dasar  per t imbangan  untuk  

membuat  kes impu lan  ser ta  menja tuhkan  putusan  

yang  merug ikan  Pemohon  (PENGGUGAT);  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

(13) Bahwa  Putusan  Komis i  In fo rmas i  Pusat  Nomor  

025/X I I / K IP - PS-M-A/2010  tangga l  20  Januar i  2011,  

da lam  Sengketa  In fo rmas i  Publ i k  anta ra  Pemohon 

Muhammad HS dengan  Termohon  Kepala  Pusat  In fo rmas i  

dan  Humas  Kement r i an  Pendid i kan  Nasiona l  Republ i k  

Indones ia ,  pada  amar  putusan  paragraph  (8 .1 )  dan  

paragra f  (8 .4 )  adalah  bertentangan  dan  melanggar  

pr ins ip  Asas- Asas  Umum Pemerintahan  Yang  Baik  

(AAUPB).  Yai tu  Asas  Kepast i an  Hukum  dan  Asas  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
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Kepercayaan  Publ i k .  Hal  in i  dapat  d ibuk t i k an  pada:

(a ) Pengenaan  beban  pembukt i an  kepada  pihak  Pemohon 

(PENGGUGAT),  yang  seharusnya  beban  pembukt i an  

dibe r i kan  kepada  pihak  Termohon  (TERGUGAT SATU),  

te lah  membuat  adanya  ket i dakpas t i an  hukum dalam 

penerapan  pasa l  53  ayat  (1 )  Pera tu ran  Komis i  

In fo rmas i  Nomor  2  Tahun  2010  ten tang  Prosedur  

Penye lesa ian  Sengketa  In fo rmas i  Publ i k ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(b ) Pengenaan  beban  pembukt i an  kepada  pihak  Pemohon 

(PENGGUGAT),  yang  seharusnya  beban  pembukt i an  

dibe r i kan  kepada  pihak  Termohon  (TERGUGAT SATU),  

bukan  sa ja  melanggar  pasa l  53 ayat  (1 )  Pera tu ran  

Komis i  In fo rmas i  Nomor  2  Tahun  2010  ten tang  

Prosedur  Penye lesa ian  Sengketa  In fo rmas i  Publ i k ,  

tap i  juga  merupakan  t i ndakan  menyimpang  da lam 

prak tek  hukum  acara  pers idangan  ajud i kas i  d i  

Komis i  In fo rmas i  Pusat ,  yang  dapat  berak iba t  

kepada  menurunnya  atau  bahkan  hi l angnya  rasa  

percaya  publ i k  kepada  Komis i  In fo rmas i  Pusat ,  

khususnya  atau  kompetens i ,  in t eg r i t a s  dan  

kred ib i l i t a s  para  Komis ioner  di  Komis i  In fo rmas i  

Pusat ,  da lam  memer iksa  dan  memutus  sengketa  

in f o rmas i  pub l i k  yang  dia j ukan  oleh  Pemohon 

kepada  Komis i  In fo rmas i  Pusat ,  secara  amanah dan  

pro fess i ona l ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(14) Bahwa pada  per temuan  Medias i  tangga l  2  Desember  

Hlm. 21  dar i  56  hlm  Putu san  Perka r a  Nomor:  26 /G/2011 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
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2010  anta ra  PEMOHON (PENGGUGAT)  dengan  TERMOHON 

(TERGUGAT SATU),  secara  krono log i s  dapat  d ipaparkan  

bahwa  semula  pihak  Termohon  menyatakan  ka lau  

permin taan  in f o rmas i  pub l i k  o leh  Pemohon berupa  data  

r i nc i an  Laporan  Keuangan  dan  Rencana  Kegia tan  dan  

Anggaran  (RKAKL)  Sekre ta r i a t  Jendera l  Kementer i an  

Pendid i kan  Nasiona l  t i dak  dapat  d ibe r i kan  oleh  

Termohon,  dengan  alasan  bahwa  apab i l a  in fo rmas i  

berupa  data  r i nc i an  atau  data - data  yang  te rpe r i n c i  

te rsebu t  d iber i kan  kepada  pub l i k  (pemohon  pada  

pos is i  sebaga i  masyaraka t  umum),  maka pihak  Termohon  

mengkhawat i r kan  akan  te r j ad i  atau  menimbulkan  

‘po lemik ’  (Termohon  t i dak  menerangkan  secara  je l as  

apa yang  dimaksud  dengan polemik ) ;  - - - - - -

Namun pada  akh i rnya ,  sete lah  mela lu i  negos ias i  yang  

cukup  alo t ,  p ihak  Termohon  menyatakan  bersed ia  

member ikan  se lu ruh  in f o rmas i  pub l i k  yang  dimin ta  

oleh  Pemohon,  te tap i  menolak  member ikan  dalam waktu  

se lambat - lambatnya  10  (sepu luh )  har i  ker j a  sete lah  

pelaksanaan  Medias i .  Pada  acara  Medias i  te rsebu t  

juga  te rdapa t  pengakuan  dar i  p ihak  Termohon  

(TERGUGAT SATU)  yang  menyatakan  bahwa  ada lah  benar  

pihak  Pemohon  (PENGGUGAT)  te lah  melakukan  koreks i  

dan  atau  melakukan  perubahan  permohonan  in fo rmas i  

pub l i k  secara  l i san ,  yang  sebe lumnya  menyebutkan  

nama  satuan  ker ja  Di rek to ra t  Jendera l  Pendid i kan  

Luar  Sekolah ,  la l u  d igan t i  menjad i  satuan  ker j a  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
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Direk to ra t  Jendera l  Pendid i kan  Non  Formal  dan  

In fo rma l .  Dalam ha l  in i ,  Pemohon  (PENGGUGAT)  t i dak  

merubah  tu l i s an  pada  lembar  fo rmu l i r  permohonan  

in f o rmas i  pub l i k ,  karena  te lah  melakukan  koreks i  

secara  l i s an  dan  di t e r ima  ser ta  d ise tu j u i  o leh  sta f  

pe layanan  in fo rmas i  d i  Gera i  In fo rmas i  dan  Media  

Kement r i an  Pendid i kan  Nasiona l .  Sela in  i t u .  Pemohon 

juga  menganggap  bahwa koreks i  secara  l i s an  te rsebu t  

dapat  d ia r t i k an  sebaga i  t i ndakan  melakukan  

permin taan  in f o rmas i  pub l i k  secara  l i s an  atau  t i dak  

te r t u l i s .  Dan  atas  permin taan  in fo rmas i  yang  

di l akukan  secara  t i dak  te r t u l i s  te rsebu t ,  maka yang  

berkewaj i ban  untuk  mencata t  dan  memast i kan  

permin taan  in f o rmas i  d ican tumkan  pada  lembar  

fo rmu l i r  permohonan  in f o rmas i  ada lah  pihak  Termohon  

( sesua i  keten tuan  pasa l  22  ayat  1  dan  3  undang-

undang  nomor  14  tahun  2008  ten tang  Keterbukaan  

In fo rmas i  Publ i k ,  junc to  pasa l  23  ayat  1  dan  3  

Pera tu ran   Komis i  In fo rmas i  nomor  1  tahun  2010  

ten tang  Standar  Layanan  In fo rmas i  Publ i k ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

(15) Bahwa  te rhadap  fakta - fakta  yang  terungkap  pada 

acara  Mediasi  tanggal  2 Desember  2010  i t u  ( te r l amp i r  

sa l i nan  Ber i t a  Acara  Medias i ,  Bukt i  P- 7) ,  Maje l i s  

Komis ione r  Komis i  In fo rmas i  Pusat  (TERGUGAT DUA),  

yang  memer iksa  dan memutus  Sengketa  In fo rmas i  Publ i k  

Hlm. 23  dar i  56  hlm  Putu san  Perka r a  Nomor:  26 /G/2011 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
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anta ra  Pemohon  Muhammad HS dengan  Termohon  Kepala  

Pusat  In fo rmas i  dan  Humas  Kementer i an  Pendid i kan  

Nasiona l  Republ i k  Indones ia  sama  sekal i  t idak  

mempedul ikan  dan  t idak  menjadikannya  sebagai  ala t  

bukt i  ( mengabaikan  pasa l  53  ayat  2  Pera tu ran  Komis i  

In fo rmas i  nomor  2  ten tang  Prosedur  Penye lesa ian  

Sengketa  In fo rmas i  Publ i k ) .  Padahal ,  sepatu tnya  

Maje l i s  Komis ioner  Komis i  In fo rmas i  Pusat  (TERGUGAT 

DUA),  yang  memer iksa  dan  memutus  Sengketa  In fo rmas i  

Publ i k  anta ra  Pemohon  Muhammad HS dengan  Termohon  

Kepala  Pusat  In fo rmas i  dan  Humas  Kementer i an  

Pendid i kan  Nasiona l  Republ i k  Indones ia  sudah  

mengetahu i  ( set i dak - t i daknya  mendapatkan  in fo rmas i  

dan atau  laporan  dar i  Petugas  Medias i  ya i t u  Media to r  

Komis i  In fo rmas i  Pusat ,  yang  notabene  ada lah  rekan  

ker ja  dan  sesama  anggota  Komis i  In fo rmas i  Pusat )  

ten tang  adanya  fak ta - fak ta  yang  te rungkap ,  ser ta  

has i l - has i l  dar i  pe laksanaan  Medias i  te rsebu t ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. Bahwa pada  pers i dangan  ajud i kas i  non  l i t i g a s i  yang  

dise lenggarakan  oleh  Komis i  In fo rmas i  Pusat  tangga l  

13  Januar i  2011,  Pemohon  (PENGGUGAT)  te l ah  

member ikan  kete rangan  di  muka  pers idangan ,  yang  

menyebutkan  bahwa  pihak  Pemohon  sudah  melakukan  

koreks i  secara  l i s an  dan  sudah  dise tu j u i  o leh  

petugas  Pelayanan  In fo rmas i  d i  Gera i  In fo rmas i  dan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
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Media  Kementer i an  Pendid i kan  Nasiona l ,  ya i t u  pada  

saat  Pemohon  mengajukan  permin taan  In fo rmas i  Publ i k  

berupa  data  r i nc i an  Rencana  Kegia tan  dan  Anggaran  

Di rek to ra t  Jendera l  Pendid i kan  Luar  Seko lah ,  yang  

kemudian  diubah /d i gan t i  menjad i  Di rek to ra t  Jendera l  

Pendid i kan  Non  Formal  dan  In fo rma l  Kementer i an  

Pendid i kan  Nasiona l .  Dalam hal  in i ,  apab i l a  Maje l i s  

Komis ione r  meragukan  kete rangan  Pemohon  di  muka 

Pers idangan ,  dan  untuk  melakukan  cross  chek  atau  

mengkonf ron t i r  kete rangan  Pemohon,  maka  seyogyanya  

Maje l i s  Komis ione r  menghadi r kan  (se t i dak - t i daknya  

meminta  kete rangan)  petugas  pelayanan  Gera i  

In fo rmas i  dan  Media  Kementer i an  Pendid i kan  Nasiona l ,  

yang  te l ah  mener ima  dan  menyetu ju i  adanya  koreks i  

permin taan  in f o rmas i  yang  di l akukan  o leh  Pemohon.  

Tetap i ,  Maje l i s  Komis ione r  t i dak  melakukan  t i ndakan  

te rsebu t .  Jus t ru ,  pada  s idang  ajud i kas i  tangga l  13  

Januar i  2010  i t u ,  Ketua  Maje l i s  Komis ioner  

menyatakan  bahwa Maje l i s  Komis ione r  te lah  mempunya i  

keputusan  send i r i  te rhadap  poin  permin taan  in fo rmas i  

pub l i k  berupa  data  r i nc i an  Rencana  Kegia tan  dan  

Anggaran  satuan  Ker ja  Di rek to ra t  Jendera l  Pendid i kan  

Luar  Sekolah ,  yang  kemudian  d iko reks i  o leh  Pemohon 

menjad i  satuan  Ker ja  Di rek to ra t  Jendera l  Pendid i kan  

Non  Formal  dan  In fo rma l .  Pernya taan  Ketua  Maje l i s  

Komis ione r  te rsebu t  je l as  menunjukkan  bahwa Maje l i s  

Komis ione r  t i dak  berkehendak  untuk  mencar i  kebenaran  

mater i i l ,  dan  merasa  t i dak  per lu  untuk  melakukan  

Hlm. 25  dar i  56  hlm  Putu san  Perka r a  Nomor:  26 /G/2011 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
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pembukt i an  dengan  meminta  kete rangan  sta f  pe layanan  

in f o rmas i  d i  Gera i  In fo rmas i  dan  Media  Kementer i an  

Pendid i kan  Nasiona l .  Tindakan  Maje l i s  Komis ioner  

yang  t i dak  melaksanakan  tugasnya  untuk  mendapatkan  

fak ta  berupa  kebenaran  mater i i l  d ida lam  memer iksa  

dan memutus  Sengketa  In fo rmas i  Publ i k  anta ra  Pemohon 

Muhammad  HS  dengan  Termohon  Pusat  In fo rmas i  dan  

Humas  Kementer i an  Pendid i kan  Nasiona l  Republ i k  

Indones ia ,  ada lah  t i ndakan  yang  t i dak  adi l  dan  

melanggar  asas  kese imbangan;  -

(17) Bahwa  PENGGUGAT  dalam  kedudukannya  se laku  

PEMOHON in fo rmas i  pub l i k ,  te l ah  menempuh  se lu ruh  

prosedur  yang  dia tu r  o leh  Undang- Undang  nomor  14 

tahun  2008  ten tang  Keterbukaan  In fo rmas i  Publ i k ,  dan  

Pera tu ran  Komis i  In fo rmas i  nomor  1  ten tang  Standar  

Layanan  In fo rmas i  Publ i k ,  ser ta  Pera tu ran  Komis i  

In fo rmas i  nomor  2  ten tang  Prosedur  Penye lesa ian  

Sengketa  In fo rmas i  Publ i k ,  Dan  oleh  karenanya ,  

PENGGUGAT berhak  untuk  mendapatkan  se lu ruh  in fp rmas i  

pub l i k  dar i  TERGUGAT  SATU  sebaga imana  yang  

dimohonkan;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(18) Bahwa  TERGUGAT SATU da lam  kedudukannya  se laku  

Badan  Publ i k  TERMOHON,  yang  mener ima  penga juan  

permohonan  in f o rmas i  pub l i k  dar i  PENGGUGAT,  t i dak  

memi l i k i  a lasan  yang  berdasar  hukum untuk  menolak  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
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member ikan  in fo rmas i  pub l i k  sebaga iman  yang  

dimohonkan  oleh  PENGGUGAT.  Dan  oleh  karenanya ,  

TERGUGAT SATU berkewaj i ban  untuk  member ikan  se lu ruh  

in f o rmas i  pub l i k  kepada  PENGGUGAT sebaga imana  yang  

dimohonkan;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(19) Bahwa  TERGUGAT DUA dalam  kedudukannya  se laku  

Penye lenggara  Negara  yang  dibe r i  wewenang  oleh  

undang- undang  untuk  memer iksa  dan  menja tuhkan  

putusan  dalam  sengketa  in fo rmas i  pub l i k  anta ra  

PENGGUGAT dengan  TERGUGAT SATU,  te lah  menggunakan  

per t imbangan  hukum yang  ke l i r u ,  ser ta  t i dak  memenuhi  

pr ins i p  asas- asas  umum pemer in tahan  yang  baik .  Dan 

oleh  karenanya ,  Putusan  Komis i  In fo rmas i  Pusat  nomor  

025/X I I / K IP - PS-M-A/2010  tangga l  20  Januar i  2011,  

pada  amar  putusan  paragra f  (8 .1 )  dan  (8 .4 ) ,  da lam 

Sengketa  In fo rmas i  Publ i k  anta ra  Pemohon Muhammad HS 

dengan  Termohon  Kepala  Pusat  In fo rmas i  dan  Humas 

Kementer i an  Pendid i kan  Nasiona l  Republ i k  Indones ia ,  

harus  dinyatakan  t idak  sah  dan  bata l  demi  hukum;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  kami  mengajukan  

permohonan,  k i ranya  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  

dapat  menja tuhkan  putusan  sebaga i  ber i ku t :

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  se lu ruhnya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Membata lkan  dan  menyatakan  t i dak  sah,  Putusan  Komis i  

Hlm. 27  dar i  56  hlm  Putu san  Perka r a  Nomor:  26 /G/2011 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
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In fo rmas i  Pusat  nomor  025/X I I / K IP - PS-M-A/2010  tangga l  20  

Januar i  2011,  da lam  Sengketa  In fo rmas i  Publ i k  anta ra  

Pemohon  Muhammad  HS  dengan  Termohon  Kepala  Pusat  

In fo rmas i  dan  Humas  Kementer i an  Pendid i kan  Nasiona l  

Republ i k  Indones ia ,  ya i t u  amar  putusan  paragra f  (8 .1 )  

dan (8 .4 ) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Memer in tahkan  kepada  TERGUGAT  SATU  untuk  memenuhi  

kewaj i bannya ,  ya i t u  member ikan  in f o rmas i  pub l i k  yang  

dimin ta  oleh  PENGGUGAT berupa  sa l i nan  dokumen  Laporan 

Keuangan  Sekretar i a t  Jendera l  Kementer ian  Pendid ikan  

Nasional  Republ ik  Indonesia  Tahun  Anggaran  2009 ;  

- - - - - - - - - -

4. Memer in tahkan  kepada  TERGUGAT  SATU  untuk  memenuhi  

kewaj i bannya ,  ya i t u  member ikan  in f o rmas i  pub l i k  yang  

dimin ta  oleh  PENGGUGAT berupa  sa l i nan  dokumen  Rencana 

Kegiatan  dan  Anggaran  Sekretar i a t  Jendera l  Kementer ian  

Pendid ikan  Nasional  Republ ik  Indonesia  Tahun  Anggaran  

2010 ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Menghukum TERGUGAT SATU dan/a tau  TERGUGAT DUA secara  

bersama- sama  dan/a tau  send i r i - send i r i , u n t u k  membayar  

gant i  rug i  uang kepada  PENGGUGAT sebesar  Rp.  2.000 .000 , -  

(dua  ju ta  rup iah ) ;  - - - - - - - - - - - - - -

6. Menghukum TERGUGAT SATU dan/a tau  TERGUGAT DUA secara  

bersama- sama  dan/a tau  send i r i - send i r i , u n t u k  membayar  

se lu ruh  biaya  perkara ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      

         Menimbang,  bahwa  pada  har i  s idang  yang  te lah  

di t en tukan  untuk  Penggugat  datang  menghadap  send i r i  

bernama  MUHAMMAD HIDAYAT al ias  MUHAMMAD HS sedang  untuk  

Tergugat  I  datang  menghadap  kuasanya  bernama  DADANG 

SUGANDHI,  S.H. ,  AHMAD MUDZAFFAR.,  JUSMAN SIHOMBING,  S.H. ,  

dan  ERNA KARTIKA SARI,  S.Sos. ,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  

Khusus  Nomor:  1532/P .2 .1 / LL / 2011  tangga l  19 Apr i l  2011  dan  

pihak  Tergugat  I I  t i dak  hadi r  tanpa  kete rangan  walaupun  

te lah  dipangg i l  secara  sah ;  -

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Penggugat  te rsebu t ,  

untuk  Tergugat  I  sete lah  diber i  kesempatan  yang  cukup  

dalam l ima  ka l i  pers i dangan  untuk  mengajukan  Jawaban  namun 

t i dak  d igunakan ,  dan  akh i rnya  Tergugat  I  baru  mengajukan  

Jawaban  te tap i  dalam acara  pembukt i an .  Dan atas  penga juan  

Jawaban  te rsebu t  Penggugat  kebera tan  oleh  karenanya  

Jawaban  Tergugat  I  t i dak  dapat  d ipe r t imbangkan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Penggugat  

te rsebu t ,  Terguga t  I I  te l ah  mengajukan  Jawaban  te r t u l i s  

mela lu i  kur i r  yang  di t e r ima  oleh  Maje l i s  Hakim  pada  

tangga l  13  Apr i l  2011,  d imana  Tergugat  I I  te lah  

mengemukakan  hal - ha l  sebaga i  ber i ku t  :

1. Dalam Eksepsi

a. Error  in  Objecto

Hlm. 29  dar i  56  hlm  Putu san  Perka r a  Nomor:  26 /G/2011 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
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1. Bahwa  Pemohon  dalam  gugatannya  pada  halaman  1 

huru f  A angka  2  menyatakan  bahwa Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  yang  menjad i  Objek  Gugatan  ada lah  

Putusan  Komis i  In fo rmas i  Pusat  Nomor:  

025/X I I / K IP - PS-M-A/2010  tangga l  20  Januar i  2011,  

yang  se lan ju t nya  disebu t  “Penetapan  TUN”;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa berdasarkan  Pasa l  1  angka  9  Undang  Undang  

Nomor  51 Tahun  2009  ten tang  Perubahan  Kedua atas  

Undang  Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  se lan ju t nya  disebu t  

UU Perad i l an  TUN dinya takan  obyek  sengketa  d i  

PTUN  ada lah  Keputusan  TUN  berupa  Penetapan  

Ter tu l i s ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa  putusan  Komis i  In fo rmas i  Pusat  Nomor:  

025/X I I / K IP - PS-M-A/2010  tangga l  20  Januar i  2011  

bers i f a t  vonn is  ya i t u  has i l  dar i  proses  

penye lesa ian  sengketa  bukan  merupakan  penetapan  

te r t u l i s  atau  besch ikk i ng  yang  bers i f a t  

admin is t r a t i v e  seh ingga  t i dak  sama  dengan  

Keputusan  Tata  Usaha Negara  sebaga imana  d imaksud  

dalam  Pasa l  1  angka  9  UU  Perad i l an  TUN;  

- - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa  Komis i  In fo rmas i  ada lah  lembaga  yang  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
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diber i  amanat  oleh  Undang  Undang  Nomor  14  Tahun  

2008  ten tang  Keterbukaan  In fo rmas i  Publ i k  

se lan ju t nya  d isebu t  UU KIP,  berdasarkan  Pasa l  26 

ayat  (1 )  untuk  ber tugas  mener ima,  memer iksa ,  dan  

memutus  permohonan  penye lesa ian  Sengketa  

In fo rmas i  Pul i k  mela lu i  medias i  dan/a tau  

ajud i kas i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

5. Bahwa  Penje lasan  Pasa l  23  UU KIP  menyatakan  

bahwa  putusan  ajud i kas i  Komis i  In fo rmas i  

memi l i k i  kekuatan  seta ra  dengan  putusan  

Pengad i l an ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

6. Bahwa  berdasarkan  kete rangan  di  atas ,  putusan  

Komis i  In fo rmas i  t i dak  te rmasuk  sebaga i  

Keputusan  Tata  Usaha Negara  seh ingga  t i dak  dapat  

menjad i  ob jek  gugatan  di  PTUN.  Dengan  demik ian ,  

gugatan  Pemohon  er ro r  in  ob jec to  seh ingga  sudah  

sepatu tnya  t i dak  dapat  d i te r ima ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

b.  Error  in  Persona

1. Bahwa  Pemohon  dalam  gugatannya  menempatkan  

Maje l i s  Komis ione r  Komis i  In fo rmas i  Pusat  yang  

Hlm. 31  dar i  56  hlm  Putu san  Perka r a  Nomor:  26 /G/2011 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
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memer iksa  dan  memutus  sengketa  in fo rmas i  Pusat  

Nomor:  025/X I I / K IP - PS-M-A/2010  sebaga i  Tergugat  

I I ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

2. Bahwa Maje l i s  Komis ioner  Komis i  In fo rmas i  Pusat  

te lah  memer iksa  dan  memutus  sengketa  in fo rmas i  

atas  dasar  tugas  yang  dibe r i k an  oleh  Pasal  26 

ayat  (1 )  UU KIP;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa  t i dak  bera lasan  j i ka  menempatkan  Maje l i s  

Komis ione r  Komis i  In fo rmas i  Pusat  yang  d ibe r i  

tugas  o leh  UU KIP  sebaga i  Tergugat  untuk  putusan  

yang  te l ah  di j a t uhkan  berdasarkan  kewenangan  

yang  diber i kan  UU  KIP;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa  Pasa l  48  ayat  (1 )  UU  KIP  mengatu r  

mekanisme  kebera tan  yang  dapat  d i t empuh  apab i l a  

sa lah  satu  p ihak  t i dak  mener ima  putusan  Maje l i s  

Komis ione r ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

5. Bahwa  Pasa l  47  UU  KIP  membedakan  penga juan  

kebera tan  atas  putusan  Komis i  In fo rmas i  untuk  

Badan Publ i k  yang  sebe lumnya  menjad i  Termohon  di  

Komis i  In fo rmas i .  Apabi l a  Badan  Publ i k  yang  

menjad i  Termohon  sebe lumnya  ada lah  Badan  Publ i k  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
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Negara  maka gugatan  dia j ukan  ke  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  dan  apabi l a  Badan  Publ i k  yang  

menjad i  Termohon  sebe lumnya  ada lah  Badan  Publ i k  

Non Negara ,  maka gugatan  dia jukan  ke  Pengad i l an  

Neger i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bahwa UU KIP  t i dak  pernah  menyebutkan  di  da lam 

sa lah  satu  pasa l  pun  bahwa Komis i  In fo rmas i  atau  

Maje l i s  Komis ione r l ah  yang  akan  menjad i  Terguga t  

d i  PTUN; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bahwa  Komis i  In fo rmas i  Pusat  te l ah  mengadakan  

berbaga i  d iskus i  dengan  ahl i  hukum  dan  

menyatakan  bahwa  mekanisme  yang  akan  di tempuh  

apab i l a  sa lah  satu  pihak  kebera tan  te rhadap  

te rhadap  putusan  Komis i  In fo rmas i  ada lah  

mekanisme band ing ;

8. Bahwa saat  in i  Komis i  In fo rmas i  sedang  beker j a  

sama dengan  Mahkamah Agung  da lam  rangka  t i ndak  

lan ju t  mekanisme  hukum  pasca  putusan  Komis i  

In fo rmas i  karena  UU  KIP  te l ah  t i dak  je l as  

mengatu r  mekanisme  yang  waj ib  di tempuh  pasca  

putusan  Komis i  In fo rmas i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bahwa  berdasarkan  kete rangan  di  atas ,  Komis i  

In fo rmas i  Pusat  menafs i r kan  bahwa  upaya  hukum 

Hlm. 33  dar i  56  hlm  Putu san  Perka r a  Nomor:  26 /G/2011 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33
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yang  pal i ng  tepa t  d i tempuh  pasca  putusan  Komis i  

In fo rmas i  ada lah  upaya  hukum  band ing ,  bukan  

upaya  hukum  t i ngka t  per tama  lag i .  Dengan  

demik ian ,  gugatan  Pemohon  yang  menempatkan  

Maje l i s  Komis ione r  yang  te lah  memer iksa  dan  

memutus  perkara  Pusat  Nomor:  025/X I I /K IP - PS-M-

A/2010  sebaga i  Tergugat  I I  sudah  sepatu tnya  

t i dak  dapat  d i t e r ima ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

2. Dalam Pokok Perkara

Bahwa  sampai  saat  in i  Komis i  In fo rmas i  Pusat  masih  

menunggu  se lesa inya  pembahasan  dengan  Mahkamah  Agung  

mengenai  mekanisme hukum pasca  putusan  Komis i  In fo rmas i  

seh ingga  se lama  belum  ada  has i l  dar i  pembahasan  

te rsebu t ,  Komis i  In fo rmas i  akan  te tap  pada  pend i r i an  

semula  menyatakan  mekanisme  yang  seharusnya  di tempuh  

oleh  para  pihak  adalah  mekanisme  band ing ,  seh ingga  

Tergugat  I I  t i dak  akan  membahas  pokok  perkara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Berdasarkan  dal i l - da l i l  yang  te lah  disebu tkan  d i  atas ,  

maka Terguga t  I I  mohon kepada  Maje l i s  Hakim yang  memer iksa  

dan  memutus  perkara  No.  26/G/2011 /PTUN- JKT  berkenan  

memutus  anta ra  la i n  sebaga i  ber i ku t :

1. Dalam Ekseps i

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
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a. Mengabulkan  se lu ruh  Ekseps i  Tergugat  I I ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Menyatakan  Gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  d i t e r ima  

( Nie t  ont  Vanke l i j k  verk l aa rd ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

2. Dalam Pokok  Perkara

a. Menolak  Gugatan  Penggugat  se lu ruhnya  atau  set i dak -

t i daknya  menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  

d i t e r ima ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Penggugat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa atas  Terguga t  I I  te rsebu t ,  Penggugat  

da lam  pers idangan  menyatakan  t i dak  mengajukan  Repl i k  

seh ingga  Terguga t  I I  t i dak  mengajukan  Dupl i k ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  memper tahankan  dal i l - da l i l  

gugatannya ,  Pihak  Penggugat  te lah  mengajukan  bukt i  

te r t u l i s  berupa  fo tocopy  sura t - sura t  yang  te lah  dibe r i  

matera i  cukup  dan  te lah  di l ega l i s i r  seh ingga  dapat  

d i j ad i kan  sebaga i  a la t  bukt i  yang  sah  ser ta  masing- masing  

dibe r i  tanda  P- 1  s/d  P- 9  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Hlm. 35  dar i  56  hlm  Putu san  Perka r a  Nomor:  26 /G/2011 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
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1. Bukt i  P- 1 : Kar tu  Tanda  Penduduk  (KTP)  atas  nama 

Muhammad  Hidaya t  (Fo to  copy  sesua i  dengan  

as l i ) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bukt i  P- 2 : Formul i r  Permohonan In fo rmas i  te r t angga l  

28  Ju l i  2010  (Fo to  copy  dar i  fo to  copy) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

3. Bukt i  P- 3 : Tanda Ter ima  Penyerahan  In fo rmas i  Publ i k  

dan  Sura t  Jawaban  Permohonan  In fo rmas i  (Foto  

copy  sesua i  as l i ) ;  - - - - -

4. Bukt i  P- 4 : Formul i r  Kebera tan  atau  Pernya taan  

Kebera tan  atas  Permohonan  In fo rmas i  (Fo to  

copy  sesua i  as l i ) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bukt i  P- 5 : Formul i r  Permohonan  Penye lesa ian  

Sengketa  In fo rmas i  Publ i k  (Foto  copy  dar i  

fo to  copy) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bukt i  P- 6 : Ber i t a  Acara  Medias i  (Fo to  copy  sesua i  

as l i ) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bukt i  P- 7 : Putusan  Komis i  In fo rmas i  Pusat  Nomor:  

025/X I I / K IP - PS-M-A/2010  tangga l  20  Januar i  

2011 (Foto  copy  sesua i  as l i ) ;  - - - - - -

8. Bukt i  P- 8 : Nota  Kebera tan  Atas  Putusan  Nomor:  

025/X I I / K IP - PS-M-A/2010  tangga l  20  Januar i  

2011 (Foto  copy  sesua i  as l i ) ;  - - - - - -

9. Bukt i  P- 9 : Bagan  Organ isas i  Kement r i an  Pendid i kan  

Nasiona l  (Fo to  copy  sesua i  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  memper tahankan  dal i l - da l i l  

sangka lannya ,  Terguga t  I  te l ah  mengajukan  bukt i  te r t u l i s  

berupa  fo tocopy  sura t - sura t  yang  te l ah  dibe r i  matera i  

cukup  dan  te l ah  di l ega l i s i r  seh ingga  dapat  d i j ad i kan  

sebaga i  a la t  bukt i  yang  sah  dimana  bukt i - bukt i  Tergugat  I  

d ibe r i  tanda  T- 1  s/d  T- 6   sedangkan  Tergugat  I I  t i dak  

mengajukan  bukt i  walaupun  te lah  d ibe r i  kesempatan  untuk  

i t u ,  dan bukt i - bukt i  T- 1 ada lah  sebaga i  ber i ku t  :

1. Bukt i   T I -  1 : Formul i r  Permohonan  In fo rmas i  

o leh  Pemohon In fo rmas i      tangga l  28 Ju l i  

20101  (Fo to  copy  dar i  fo to  copy) ;  

- - - - - - - - - - - - -

2. Bukt i  T I - 2 : Sura t  Kepala  In fo rmas i  Pusat  dan  

Hubungan  Masyaraka t  Kemendiknas  Nomor:  

3217/A12.2 /LL /2010  tangga l  16  Agustus  2010  

per iha l  Jawaban  Permohonan  In fo rmas i  (Foto  

copy  sesua i  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

3. Bukt i  T I - 2a : Laporan  Real i sas i  Anggaran  

Belan ja  Sekre ta r i a t  Jendera l  Kemendiknas  

Tahun  2009  (Fo to  copy  dar i  fo to  copy) ;  

- - - - - -

4. Bukt i  T I - 2b : Anggaran  per  keg ia tan  menuru t  

Hlm. 37  dar i  56  hlm  Putu san  Perka r a  Nomor:  26 /G/2011 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

program  dan  satuan  ker j a  Tahun  2010  

te rhadap  tahun  2009  Sekre ta r i a t  Jendera l  

Kemendiknas  (Fo to  copy  dar i  fo to  copy) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bukt i  T-  I - 3 : Putusan  Komis i  In fo rmas i  Pusat  

Nomor:  025/X I I / K IP - PS-M-  A/2010  tangga l  20  

Januar i  2011  (Fo to  copy  sesua i  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bukt i  T I - 4 : Data  Rinc ian  Rencana  Kegia tan  dan  

Anggaran  Di rek to ra t  Jendera l  Pendid i kan  

Luar  Sekolah  (PLS)  Tahun  Anggaran  2010  

(Fo to  copy  sesua i  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bukt i  T I - 5 : Sura t  Komis i  In fo rmas i  Pusat  Nomor  :  

016/X I /K IP - RLS/2010  tangga l  24  November  

2010  per iha l  Pemanggi l an  Per temuan  Medias i  

anta ra  Penggugat  dengan  Tergugat  I I  (Fo to  

copy  sesua i  as l i ) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bukt i  T- 6 : Pernya taan  media  kesepakatan  anta ra  

Penggugat  dengan  Tergugat  I  tangga l  2 

Desember  2010  (Fo to  copy  sesua i  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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Menimbang,  bahwa pada  pers idangan  tangga l  6 Jun i  2011  

pihak  Penggugat  dan  p ihak  Tegugat  I  te lah  mengajukan  

Kesimpulan  secara  bersama- sama sedangkan  pihak  Terguga t  I I  

t i dak  mengajukan  Kes impu lan  walaupun  te l ah  diber i  

kesempatan  untuk  i t u ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  pihak  Penggugat  dan  

Tergugat  I  menyatakan  t i dak  mengajukan  suatu  apapun  lag i  

dan mohon Putusan ;  - - - - - - - - - - -

 Menimbang,  bahwa untuk  mempers ingka t  ura ian  putusan  

in i  maka sega la  sesuatu  yang  di t un j uk  dalam  ber i t a  acara  

pers i dangan  ada lah  merupakan  bag ian  yang  t i dak  te rp i sahkan  

dengan putusan  in i .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud  dan  tu j uan  gugatan  Penggugat  

ada lah  sebaga imana  te ru ra i  pada  duduknya  sengke ta  te rsebu t  

d i  atas ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  gugatan  Penggugat ,  yang  menjad i  

ob jek  sengke ta  ada lah  sebaga i  ber i ku t ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

1. Si kap  Diam  atau  Menolak  Melaksanakan  Kewaj iban  

member ikan  in f o rmas i  pub l i k  yang  dimin ta  Penggugat  

berupa  :

a. Data  r i nc i an  Laporan  Keuangan  Sekre ta r i a t  Jendera l  

Hlm. 39  dar i  56  hlm  Putu san  Perka r a  Nomor:  26 /G/2011 /PTUN- JKT
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Kementer i an  Pendid i kan  Nasiona l  Tahun Anggaran  2009  

dan,  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Data  Rinc ian  Rencana  Kegia tan  dan  Anggaran  

Di rek to ra t  Jendera l  Pendid i kan  Non  Formal  dan  

In fo rma l  Kementer i an  Pendid i kan  Nasiona l  Tahun  

Anggaran  2010  ,  untuk  se lan ju t nya  disebu t  ob jek  

sengketa  1;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Putusan  Komis i  In fo rmas i  Pusat  Nomor  025/X I I / K IP - PS-M-

A/2010  tangga l  20  Januar i  2011,  untuk   se lan ju t nya  

disebu t  ob jek  sengketa  2  .  (buk t i  P- 7=T. I - 3) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam Eksepsi .

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Penggugat  te r sebu t ,  

Tergugat  I I  te lah  mengajukan  ekseps i  sebaga imana  te r t uang  

dalam  sura t   te r t angga l  7  Apr i l  2011 ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa,  adapun  ekseps i  yang  dia jukan  o leh  

Tergugat  I I  se lengkapnya  sebaga imana  te ru ra i  pada  bag ian  

duduk  sengketa  putusan  in i  yang  pada  pokoknya  ada lah  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40
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sebaga i  ber i ku t  :

1. Bahwa,  gugatan  Penggugat  Erro r  In  Objec to  karena  objek  

sengketa  yang  dike lua rkan  Terguga t  I I  merupakan  putusan  

ajud i kas i  yang  memi l i k i  kekuatan  seta ra  dengan  putusan  

pengad i l an  seh ingga  bukan lah  keputusan  Tata  Usaha  

Negara  sebaga imana  di  maksud  Pasal  1  angka  9  Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009 ten tang  Perubahan  Kedua Atas  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986 ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bhwa,  gugatan  Penggugat  Erro r  In  Persona  karena  Undang-

Undang  Keterbukaan  In fo rmas i  Publ i k ,  t i dak  menyebutkan  

Tergugat  I I  yang  menjad i  Terguga t  d i  Pengad i l an  Tata  

Usaha Negara ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  ekseps i  per tama  te rsebu t  

Maje l i s  Hakim  memper t imbangkan  sesua i  keten tuan  hukum 

sebaga i  ber i ku t :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sesua i  Undang  Undang  Republ i k  

Indones ia  Nomor  9 Tahun  2004  Tentang  Perubahan  Atas  Undang  

Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  d ia tu r  bahwa:

Orang  atau  badan  hukum perda ta  yang  merasa  kepent i ngannya  

di rug i kan  oleh  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dapat  

mengajukan  gugatan  te r t u l i s  kepada  Pengadi l an  yang  

berwenang  yang  ber i s i  tun tu tan  agar  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara  yang  d isengke takan  i t u  dinya takan  bata l  atau  t i dak  

Hlm. 41  dar i  56  hlm  Putu san  Perka r a  Nomor:  26 /G/2011 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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sah,  dengan  atau  tanpa  d ise r t a i  tun tu tan  gant i  rug i  

dan/a tau  di rehab i l i t a s i  (v ide  pasa l  53) ;  - - - -

Menimbang,  bahwa  sesua i  Undang  Undang  Republ i k  

Indones ia  Nomor  14  Tahun  2008  Tentang  Kete rbukaan  

In fo rmas i  Publ i k  d ia tu r  sebaga i  ber i ku t  :  

Pasa l  4 :

Ayat  (4 )  Set iap  Pemohon In fo rmas i  Publ i k  berhak  mengajukan  

gugatan  ke  pengad i l an  apab i l a  da lam  mempero leh  

In fo rmas i  Publ i k  mendapat  hambatan  atau  kegaga lan  

sesua i  dengan  keten tuan  Undang  Undang  in i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  47 :

Ayat  (1 ) Pengajuan  gugatan  di l akukan  mela lu i  Pengadi l an  

Tata  Usaha  Negara  apab i l a  yang  diguga tan  ada lah  

Badan Publ i k  Negara ;  - - - - - - - - -

Pasa l  49

Ayat  (1 ) Putusan  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  atau  

Pengad i l an  Neger i  da lam  penye lesa ian  Sengketa  

In fo rmas i  Publ i k  ten tang  pember ian  atau  peno lakan  

akses  te rhadap  se lu ruh  atau  sebag ian  in fo rmas i  yang  

dimin ta  ber i s i  sa lah  satu  per in t ah  ber i ku t :

a. membata lkan  Putusan  Komis i  In fo rmas i  dan/a tau  

memer in tahkan  Badan Publ i k :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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1. member ikan  sebaga ian  atau  se lu ruh  in fo rmas i  

yang  dimohonkan  oleh  Pemohon In fo rmas i  Publ i k ;  

atau  - - - - - - - - - - - - - - - -

2. menolak  member i kan  sebag ian  atau  se lu ruh  

in f o rmas i  yang  dimin ta  oleh  Pemohon In fo rmas i  

Publ i k ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan  demik ian  te lah  je l as  sesua i  keten tuan  te rsebu t  d i  

atas ,  bahwa set i ap  Pemohon In fo rmas i  Publ i k  adalah  berhak  

mengajukan  gugatan  ke  pengad i l an  apabi l a  da lam mempero leh  

In fo rmas i  Publ i k  mendapat  hambatan  atau  kegaga lan .  Dan 

te rhadap  gugatan  te rsebu t  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

berwenang  untuk  membata lkan  putusan  Komis i  In fo rmas i  atau  

menguatkan  putusan  Komis i  In fo rmas i ,  o leh  karenanya  

te rhadap  Ekseps i  in i  Maje l i s  Hakim  berpendapat  t i dak  

bera lasan  hukum  seh ingga  harus  dinya takan  di to l a k ;  

- - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  ekseps i  kedua,  Maje l i s  

Hakim  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  mempert imbangkan  

sebaga i  ber i ku t :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa pasa l  1  angka12  Undang  Undang Nomor 

51  Tahun  2009  mengatu r ,  bahwa Tergugat  adalah  Badan  atau  

Jabatan  Tata  Usaha  Negara  yang  mengeluarkan  keputusan  yang  

diguga t  o leh  orang  atau  badan  hukum  perda ta ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hlm. 43  dar i  56  hlm  Putu san  Perka r a  Nomor:  26 /G/2011 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Menimbang,  bahwa  dalam  kasus  a  quo ,  Penggugat  da lam 

gugatannya  ada lah  menggugat   keputusan  Maje l i s  Komis ione r  

Komis i  In fo rmas i  Pusat  Nomor  025/X I I /K IP - PS-M-A/2010  

tangga l  20  Januar i  2011,  o leh  karenanya  meru juk  pasa l  1  

angka  12  Undang  Undang Nomor  51  Tahun  2009  te rsebu t  maka 

Maje l i s  Komis ioner  Komis i  In fo rmas i  Pusat  sebaga i  Pejaba t  

yang  menerb i t kan  Keputusan  ada lah  dapat  d i j ad i kan  subyek  

gugatan  dalam sengketa  Tata  Usaha  Negara  sebaga i  Tergugat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  d i  atas ,  

maka  ekseps i  Tergugat  I I  harus lah  di to l a k  se lu ruhnya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  ekseps i  Tergugat  te lah  

dinya takan  di to l a k ,  maka  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  

mempert imbangkan  pokok  sengke ta ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam Pokok Sengketa .

Menimbang,  bahwa  dal i l - da l i l  gugatan  Penggugat ,  

se lengkapnya  adalah  sebaga imana  te ru ra i  da lam  gugatannya  

dan  te lah  dimuat  da lam bagian  duduk  sengketa  putusan  in i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  da l i l  gugatannya ,  Penggugat  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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pada  pokoknya  mendal i l k an  bahwa  kedua  objek  sengketa  

di t e rb i t k an  para  Tergugat  te lah  melanggar  keten tuan  

perundang- undangan  yang  ber laku  dan  Asas- asas  Umum 

Pemer in tahan  Yang  Baik ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  melakukan  pengu j i an  hukum 

sengketa  a quo ,  Pengad i l an  t i dak  te r i k a t  pada  alasan  

gugatan  maupun  bantahan  yang  dida l i l k a n  para  pihak ,  ha l  

in i  se ja l an  dengan  keten tuan  Pasal  107  Undang- Undang  

Repub l i k  I ndones ia  Nomor  5  Tahun  1986  yang  dalam 

pen je lasannya  menentukan  sebaga i  ber i ku t ,  “  . . . . . . .  da lam  

rangka  usaha  menemukan  kebenaran  mater i e l .  berbeda  dengan  

s is t em  pembukt i an  Hukum  Acara  Perda ta ,  maka  dengan  

memperhat i kan  sega la  sesuatu  yang  te r j ad i  da lam  

pemer iksaan  tanpa  bergan tung  pada  fak ta  dan  ha l  yang  

dia j ukan  para  pihak ,  Hakim  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

dapat  menentukan  send i r i  :

a. Apa  yang  harus  d ibuk t i k an ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

b. s iapa  yang  harus  dibeban i  pembukt i an ,  ha l  apa  yang  

harus  dibuk t i k an  oleh  pihak  yang  berperka ra  dan  hal  

apa  sa ja  yang  harus  d ibuk t i k an  oleh  Hakim  send i r i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hlm. 45  dar i  56  hlm  Putu san  Perka r a  Nomor:  26 /G/2011 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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c. ala t  bukt i  mana  sa ja  yang  d iu tamakan  untuk  

dipe rgunakan  dalam  pembukt i an ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d. kekuatan  pembukt i an  bukt i  yang  te l ah  d ia j ukan . ”  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa mencermat i  bukt i - bukt i  yang  d ia j ukan  

dalam pers idangan ,  Maje l i s  hak im  menyimpulkan  bahwa adanya  

sengketa  a  quo  d iawa l i  dar i  rangka ian  per i s t i wa  sebaga i  

ber i ku t  :

1. Bahwa,  dar i  bukt i  P- 2=T. I - 1,  Pada tangga l  28 Ju l i  2010,  

Penggugat  mengajukan  permohonan kepada  Tergugat  I  untuk  

memenuhi  permin taan  in fo rmas i  sebaga i  ber i ku t  :

a. Data  Rinc ian  Laporan  Keuangan  Sekre ta r i a t  Jendera l  

Kementer i an  Pendid i kan  Nasiona l  T.A.  2009 ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Data  Rinc ian  Rencana  Kegia tan  dan  Anggaran  Set jend  

Kem.Dik .Nas  T.A.  2010;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c . Data  Rinc ian  Rencana  Kegia tan  dan  Anggaran  

Di rek to ra t  Jendera l  Pendid i kan  Luar  Seko lah  

Kem.Dik .Nas  T.A.  2010;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa,  dar i  bukt i  P- 3,  pada  tangga l  24  Agustus  2010,  

Penggugat  te l ah  mener ima  in fo rmas i  publ i k  dar i  Tergugat  
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I ,  namun  dar i  bukt i  P- 4,  Penggugat  t i dak  puas  dan  

mengajukan  kebera tan  pada  tangga l  30  Agustus  2010  

kepada  Tergugat  I  karena  in fo rmas i  yang  dibe r i kan  t i dak  

sebaga imana  yang  dimin ta ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

3. Bahwa,  dar i  bukt i  P- 5,  pada  tangga l  15  Oktober  2010,  

Penggugat  mengajukan  permohonan  penye lesa ian  sengketa  

in f o rmas i  kepada  Komis i  In fo rmas i  Pusat  karena  

kebera tannya  t i dak  di j awab  o leh  Tergugat  I ;  - - - - - - - -

4. Bahwa,  dar i  bukt i  P- 6,  berupa  Ber i t a  Acara  Medias i  

tangga l  2  Desember  2010,  Komis i  In fo rmas i  Pusat  te l ah  

mengadakan  Medias i ,  namun gaga l  mencapa i  kesepakatan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  di l akukan  ajud i kas i  

da lam rangka  penye lesa ian  sengke ta  in fo rmas i  yang  dia jukan  

Penggugat  pada  Tergugat  I I  tangga l  13  Januar i  2011  dan  

te lah  dipu tus  dengan  putusan  Nomor  :  025/X I I /K IP - PS-M-

A/2010  tangga l  20 Januar i  2011  yang  menjad i  ob jek  sengketa  

2  da lam  gugatan  a- quo  (buk t i  P- 7=  T. I - 3) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  putusan  Tergugat  I I  Nomor  :  

025/X I I / K IP - PS-M-A/2010  tangga l  20  Januar i  2011/ob jek  

sengketa  2,   amar  putusannya  berbuny i  sebaga i  ber i ku t  :

Hlm. 47  dar i  56  hlm  Putu san  Perka r a  Nomor:  26 /G/2011 /PTUN- JKT
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1. Menyatakan  bahwa  Termohon  te lah  benar  member i kan  

in f o rmas i  berupa  laporan  rea l i s as i  anggaran  belan ja  

ese lon  I  mela lu i  KPPN dan  BUN menuru t  satuan  ker j a  

pusat - wi layah ,  untuk  t r iwu l an  yang  te rakh i r  31 Desember  

2010,  Sekre ta r i a t  Jendera l  Kementer i an  Pendid i kan  

Nasiona l  dan  te l ah  memenuhi  permin taan  Pemohon;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  bahwa  Termohon  te l ah  sa lah  member ikan  

in f o rmas i  berupa  sa l i nan  anggaran  per  keg ia tan  menuru t  

program dan satuan  ker j a  tahun  2010 te rhadap  tahun  2009  

Sekre ta r i a t  Jendera l  Kemdiknas ,  karena  dokumen te rsebu t  

bukan  dokumen Rencana Kegia tan  Anggaran  Kementer i an  dan  

Lembaga  (RKAKL) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Memer in tahkan  Termohon  untuk  member i kan  in f o rmas i  

berupa  dokumen  Rencana  Kegia tan  Anggaran  Kementer i an  

dan  Lembaga  (RKAKL)  Tahun  2010  Sekre ta r i a t  Jendera l  

Kemdiknas  kepada  Pemohon  dalam  jangka  waktu  10 

(sepu luh )  har i  ker j a  se jak  putusan  diucapkan  

sebaga imana  di  atu r  da lam Undang- Undang  Nomor  14 Tahun  

2008 ten tang  Keterbukaan  In fo rmas i  Publ i k  dan Pera tu ran  

Komis i  In fo rmas i  Nomor  1  Tahun  2010  ten tang  Standar  

Layanan  In fo rmas i  Publ i k ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Menyatakan  Termohon  te lah  benar  t i dak  member ikan  

in f o rmas i  berupa  Rencana  Kegia tan  Anggaran  Kementer i an  

Disclaimer
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan  Lembaga  (RKAKL)  Di t j en  Pendid i kan  Luas  Seko lah  

Kemdiknas  Tahun Anggaran  2010 ;  - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa   Putusan  Tergugat  I I    Nomor  

025/X I I / K IP - PS-M-A/2010  tangga l  20  Januar i  2011  pada  

pokoknya  didasarkan  atas  per t imbangan   sebaga i  ber i ku t  :

- per tama  :Bahwa  is t i l a h  Rinc ian  Laporan  Keuangan  t i dak  

dikena l  da lam atu ran  perundang- undangan,  mela inkan  yang  

ada  ada lah   Laporan  Keuangan.  Dan  Pemohon (Penggugat  a 

quo)  juga  t i dak  dapat  membukt i kan  dokumen  pembanding  

oleh  karenanya  s ikap  Tergugat  I  t i dak  menerb i t kan  sura t  

yang  dimohon  te rsebu t  ada lah  sudah  benar ;  

- - - - - - - - - - - - - - - -

- kedua :  Bahwa t i ndakan  Terguga t  I  yang  t i dak  menerb i t kan  

atau  member i kan  dokumen  Rencana  Kegia tan  Anggaran  

Kementer i an  dan  Lembaga (RKAKL)  Tahun  2010  sesua i  Pasa l  

14  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2003  ten tang  Keuangan  

Negara ,  ada lah  t i dak  berdasarkan  hukum,  seh ingga  kepada  

Tergugat  I  harus  d ipe r i n t ahkan  untuk  menyerahkan  dokumen 

te rsebu t  kepada  Pemohon;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- ket i ga  :  Bahwa se jak  tahun  2005  te l ah  te r j ad i  perubahan  

Nomenkla tu r ,  semula  Di rek to ra t  Jendera l  Pendid i kan  Luar  

Seko lah  menjad i  Di rek to ra t  Jendera l  Pendid i kan  Nonfo rma l  

dan  In fo rma l  Kementer i an  dan  Pemohon (Penggugat  a quo) ,  

seh inggga  oleh  karena  te r j ad i  kesa lahan  dalam  sura t  

permohonan  Pemohon,  maka  dokumen  yang  dimohon  oleh  

Hlm. 49  dar i  56  hlm  Putu san  Perka r a  Nomor:  26 /G/2011 /PTUN- JKT
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Pemohon  t i dak  dapat  d ikabu l kan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  

mempert imbangkan ,  apakah  per t imbangan  dan  putusan  Maje l i s  

Komis ione r  Komis i  I i n f o rmas i  Pusat  te rsebu t  sudah  tepa t  

dan benar  ? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,   bahwa te rhadap  in t i  per t imbangan  per tama,  

Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

mempert imbangkan  sebaga i  ber i ku t  :

-   Bahwa  sesua i  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2003  

ten tang  Laporan  Keuangan  t i dak  mengenal  i s t i l a h  Rinc ian  

Laporan  Keuangan  te tap i  yang  ada  ada lah  Laporan  Keuangan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-   Bahwa da lam pers idangan  Tata  Usaha  Negara  a quo ,  

te rnya ta  Penggugat  juga  t i dak  bisa  menunjukkan  adanya  

dokumen  pembanding  untuk  memper je l as  mengenai  apa  yang  

dimaksud  dengan  Rinc ian  Laporan  Keuangan  sebaga imana  di  

minta  Penggugat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Menimbang,  bahwa oleh  karena  is t i l a h  Rinc ian  Laporan  

Keuangan  t i dak  dikena l  da lam  pera tu ran  perundang- undangan  

maka,  per t imbangan  putusan  Tergugat  I I  yang  menyatakan  

s ikap  Tergugat  I  member ikan  dokumen kepada  pemohon  berupa  
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10  lembar  sa l i nan  laporan  rea l i s as i  anggaran  belan ja  

ese lon  I  mela lu i  KPPN  dan  BUN  Sekre ta r i a t  Jendera l  

Kementer i an  Pendid i kan  Nasiona l  adalah  sudah  cukup  

memenuhi  permin taan  yang  dimin ta  Pemohon  adalah  sudah  

benar  menuru t  hukum;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  mengenai  in t i   per t imbangan  kedua,  

Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

mempert imbangkan  sebaga i  ber i ku t  :

.   Bahwa  sesua i  dengan  keten tuan  Pasal  14  Undang-

Undang  Nomor  17  Tahun  2003  ten tang  Keuangan  Negara  dia tu r  

mengenai  adanya  dokumen  Rencana  Kegia tan  Anggaran  

Kementer i an  dan Lembaga (RKAKL) ;  - - - - - - - - - - - - - - -

-   Bahwa  dokumen  te rsebu t  ada lah  te rmasuk  kategor i  

dokumen  yang  dapat  d iber i kan  kepada  pemohon  in f o rmas i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-   Bahwa  berdasarkan  per t imbangan  te rsebu t ,  maka 

per t imbangan  Tergugat  I I  yang  ber i s i  ten tang  per in t ah  

kepada  Ter gugat  I  untuk  menyerahkan  dokumen  te rsebu t  

kepada  Pemohon/Penggugat  ada lah  benar  sesua i  dengan  

keten tuan  hukum  yang  ber laku ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  te rhadap  per t imbangan  

Hlm. 51  dar i  56  hlm  Putu san  Perka r a  Nomor:  26 /G/2011 /PTUN- JKT
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ket i ga ,  Maje l i s   Hakim  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

mempert imbangkan  sebaga i  ber i ku t  :  

-   Bahwa sesua i  dengan  permohonan  Pemohon (buk t i  P- 2 

= T. I - 1)  maka te r l i h a t  bahwa Pemohon mengajukan  permohonan  

dokumen dar i  Di rek to ra t  Jendera l  Pendid i kan  Luar  Sekolah ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-   Bahwa  meru juk  bukt i  T. I - 4  ,  (Pera tu ran  Menter i  

Pendid i kan  Nasiona l  RI  No.  31  Tahun  2007  ten tang  

Organ isas i  dan  Tata  Ker ja  Di rek to ra t  Jend era l  Pendid i kan  

Non  Formal  dan  I nfo rma l ) ,   te rnya ta  Di rek to ra t  Jendera l  

Pendid i kan  Luar  Seko lah  sudah  t i dak  dikena l  lag i  da lam 

st ruk tu r  organ in i sas i  Kementer i an  Pendid i kan  Nasiona l ,  

o leh  karenanya  per t imbangan  dan  putusan  Tergugat  I I  yang  

menyatakan   Tergugat  I  te lah  benar  t i dak  member ikan  

in f o rmas i  berupa  RKAKL Di rek to ra t  Jendra l  Pendid i kan  Luar  

Seko lah  Kement r i an  Pendid i l a n  Nasiona l  RI  Tahun  Anggaran  

2010,  ada lah  sudah   benar ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  di  atas ,  

maka Maje l i s  Hakim Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  menyatakan  

bahwa  Per t imbangan  dan  amar  putusan  Komis ioner  Komis i  

In fo rmas i  Pusat  ada lah  sudah  tepa t  dan  benar  seh ingga  

harus  dikua tkan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  mengenai  tun tu tan  

te rhadap  Obyek  Sengketa  1,  o leh  karena  mater i  obyek  
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sengketa  1  te rsebu t   sudah  te rcakup  dalam  per t imbangan  

mengenai  obyek  sengketa  2,  maka  obyek  sengketa  1  t i dak  

per lu  secara  khusus  dipe r t imbangkan  dalam  putusan  in i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa,  mengenai  bukt i - bukt i  se leb ihnya  

sete lah  dibaca  dan dice rmat i ,  menuru t  hemat  Maje l i s   Hakim  

t i dak  re levan  dan  dikesampingkan  akan  te tap i  te tap  

di l amp i r kan  dan  menjad i  satu  kesatuan  dalam  berkas  

perkara ;   

Menimbang  bahwa berdasarkan   kese lu ruhan  per t imbangan  

di  atas ,  maka gugatan   Penggugat  dinya takan  di to l a k ,  dan  

kepadanya    d ihukum  untuk  membayar  b iaya  perkara  yang  

besarnya  akan  di ten tukan  dalam  amar  putusan  in i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa meskipun  berke leb ihan ,  Maje l i s  Hakim 

per lu  mempert imbangkan,  bahwa gugatan  a quo  te r j ad i  hanya  

karena  kesa lahan  atau  kekurang  sempurnaan  permohonan  

Penggugat  da lam  mengajukan  permohonan  in fo rmas i  kepada  

Tergugat  I ,  yakn i  karena  kesa lahan  penyebutan  nama dokumen 

dan  nomenk la tu r  satuan  ker j a ,  seh ingga  apab i l a  Penggugat  

bersed ia  untuk  memperbaharu i  permohonannya  dan  kemudian  

Tergugat  I  memenuhi  permohonan  te rsebu t ,  maka upaya  hukum 

secara  l i t i g a s i  adalah  t i dak  diper l ukan  lag i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hlm. 53  dar i  56  hlm  Putu san  Perka r a  Nomor:  26 /G/2011 /PTUN- JKT
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Menginga t  :

- Undang- Undang Nomor  5 Tahun 1986 ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  sebaga imana  te l ah  diubah  dengan  Undang-

Undang  Nomor  9  Tahun  2004  dan  te rakh i r  dengan  Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009 ten tang  ten tang  Perubahan  ke 

dua  atas  Undang- Undang  Nomor  5   Tahun  1986;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Undang  Undang  No.  14  Tahun  2008  ten tang  Keterbukaan  

in f o rmas i  Publ i k ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Ser ta  pera tu ran  perundang- undangan  dan  keten tuan  hukum 

la i n  yang  berka i t an ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MENGADILI         

D  alam Eksepsi     

- Menolak  ekseps i  Tergugat  I I ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Da  lam Pokok Sengketa  

1. Menolak  gugatan  Penggugat ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

2. Menguatkan  Putusan  Komis i  In fo rmas i  Pusat  Nomor  

025/X I I / K IP - PS-M-A/2010  tangga l  20  Januar i  2011 ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Menghukum Penggugat  untuk  membayar  b iaya  perkara  in i  

yang  dipe rh i t ungkan  sebesar  Rp.  514.000 , -  ( l ima  ra tus  

empat  be las  r i bu  rup iah ) ;

Demik ian  dipu tuskan  da lam  rapa t  permusyawara tan  

Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  pada  

har i  KAMIS  tangga l  16 JUNI  2011 o leh  kami  H.  BAMBANG 

HERIYANTO ,  SH. ,MH.  sebaga i  Hakim  Ketua  Maje l i s  bersama 

dengan  ANDRI  MOSEPA,SH.MH  dan  R.BASUKI  SANTOSO,MH.MH.  

masing- masing  sebaga i  Hakim  Anggota ,  putusan  mana 

diucapkan  pada  har i  SENIN tangga l  20 JUNI  2011 dalam 

pers idangan  yang  te rbuka  untuk  umum oleh  Maje l i s  Hakim 

te rsebu t ,  dengan  diban tu  oleh  DRA.  DIANA  Sebagai  Pani te ra  

Penggant i  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar t a  dengan  

dihad i r i  o leh  Penggugat  dan  Kuasa  Tergugat  I  dan  tanpa  

dihad i r i  o leh  Tergugat  I I  atau  kuasanya .

  HAKIM- HAKIM ANGGOTA,                  HAKIM KETUA 

MAJELIS,

t td

t td

Hlm. 55  dar i  56  hlm  Putu san  Perka r a  Nomor:  26 /G/2011 /PTUN- JKT
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ANDRI MOSEPA, SH. ,MH                       H.  BAMBANG 

HERIYANTO ,  SH. ,MH.  

t td

R.  BASUKI  SANTOSO, SH. ,MH.

PANITERA PENGGANTI,

t td

Dra.  Diana

Rinc ian  Biaya  Perkara

1. Pendaf ta ran Rp.  30.000 , -

2. ATK Rp.  50.000 , -

3. Panggi l an - pangg i l an Rp. 420.000 , -

4. Metera i Rp.    6.000 , -

5. Redaks i Rp.    5.000 , -

6. Leges Rp.    3.000 , -

  
__________________+

Jumlah Rp. 514.000 , -

                         ( l ima  ra tus  empat  be las  r i bu  
rup iah )
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